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MATERI I

Kebijakan Pungutan Daerah



Pungutan Daerah

Dalam pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa: Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Dalam hal ini, Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang. Mengacu pada pernyataan tersebut, maka pungutan daerah yang dimaksud adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah sebagaimana dijelaskan pada pasal 157 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Selanjutnya sebagai langkah strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal dan penunjang Otonomi Daerah, maka pada tanggal 18 Agustus 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang. Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) Nomor 28 tahun 2009 yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan tersebut dikarenakan adanya perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. 

Arah Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tujuan dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan seperti di bawah ini:

 Kewenangan Pemungutan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

 Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. 

 Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

 Adapun arah kebijakan penerapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan di atas adalah meliputi:

 Kewenangan pemungutan. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus memperhatikan prinsip tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pungutan daerah tersebut tidak akan menurunkan perkembangan ekonomi di masyarakat.

 Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-undang (Closed-List). Pada peraturan sebelumnya, Provinsi boleh menambah jenis retribusi daerah sepanjang memenuhi keriteria yang ditetapkan Undang-Undang. Begitu pula dengan Kabupaten.Kota yang boleh menambahkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah sepanjang memenuhi keriteria yang ditetapkan Undang-Undang. Namun dengan peraturan Undang-Undang PDRD yang baru, ditetapkan bahwa Daerah tidak boleh memungut pajak selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang (closed list). Khusus untuk retribusi, dimungkinkan adanya tembahan jenis retribusi yang penetapannya ditetapkan dengan Undang-Undang.

 Local Taxing Power, Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang. Dalam rangka memperbaiki implementasi desentralisasi fiscal, local taxing power harus diperkuat.Penguatan Local taxing power dapat dilakukan melalui: Perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah, Penambahan jenis pajak dan retribusi daerah, Pengalihan /pen-daerah-an pajak pusat, meningkatkan tarif maksimum pajak daerah, dan Pemberian diskresi penetapan tarif pajak.

 Pengelolaan. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi bagaimana bagi hasilnya antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota, earmarking, dan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

 Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan Pemerintah sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi.

Materi yang Diatur dalam Undang-Undang PDRD

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa untuk memperbaiki implementasi desentralisasi fiscal, local taxing power harus diperkuat. Maka materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:

Penambahan jenis pajak daerah

Penambahan Jenis Retribusi Daerah

Perluasan Basis Pajak Daerah

Perluasan Basis Retribusi Daerah, dan

 Kenaikan Tarif Maksimum Pajak Daerah

Adapun materi-materi tersebut dapat dijelaskan seperti di bawah ini:

Penambahan Jenis Pajak Daerah

Terdapat penambahan 4 jenis pajak daerah, yaitu : 1 jenis pajak provinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/kota. Dengan tambahan tersebut, secara keseluruhan terdapat 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi yang baru adalah Pajak Rokok. Sedangkan 3 jenis pajak kabupaten/kota yang baru antara lain PBB Perdesaan dan Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Sarang Burung Walet. 

 Sebagai catatan, untuk kabupaten/kota ada penambahan 1 jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak provinsi. 

Penambahan Jenis Retribusi Baru

Terdapat penambahan 4 jenis retribusi daerah, yaitu :a) Retribusi Tera/ Tera Ulang, b) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, c) Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan d) Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

Dengan penambahan ini, secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. 

Perluasan Basis Pajak Daerah

Perluasan basis pajak daerah, antara lain adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor termasuk kendaraan pemerintah, Pajak Hotel yang mencakup seluruh persewaan di hotel dan Pajak Restoran termasuk katering/jasa boga.

Perluasan Basis Retribusi Daerah

Perluasan basis retribusi daerah dilakukan dengan mengoptimalkan pengenaan Retribusi Izin Gangguan, sehingga mencakup berbagai retribusi yang berkaitan dengan lingkungan yang selama ini telah dipungut, seperti Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair, Retribusi AMDAL, serta Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Kenaikan Tarif Maksimum Pajak Daerah

Tarif maksimum Pajak Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan pribadi dapat diterapkan tarif progresif. 

Tarif maksimum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 10% menjadi 20%. 

Tarif maksimum Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan angkutan umum, tarif dapat ditetapkan lebih rendah. 

Tarif maksimum Pajak Parkir, dinaikkan dari 20% menjadi 30%. 

Tarif maksimum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (sebelumnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C), dinaikkan dari 20% menjadi 25%.



DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

MATERI II

PENYUSUNAN PERDA PAJAK DAERAH DAN PENGAWASANNYA

Asas Penyusunan Perda

Ketentuan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa materi yang dimuat dalam Perda merupakan seluruh materi muatan yang digunakan dalam rangka; penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Rancangan Perda bisa dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD), Gubernur, atau Bupati/Walikota. Dalam penyusunan Perda, penyusunan program disusun dalam satu Program Legislasi Daerah dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam suatu materi Perda yang disiapkan. Adapun materi muatan Perda sesuai Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 harus mengandung asas-asas sebagai berikut (Zuraida, 2012):

Asas pengayoman; 

Asas kemanusiaan; 

Asas kebangsaan;

Asas kekeluargan;

Asas kenusantaraan; 

Asas bhinneka tunggal ika; 

Asas keadilan;

Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan; 

Asas ketertiban dan kepastian hukum;

Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan; dan

Asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan; 

Selain asas dan materi muatan di atas, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal /daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya.



Prosedur Penyusunan Perda

Dalam prosedur penyusunan Perda diperlukan kesiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur, bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda dengan singkat, jelas sistematis, mudah dipahami dan tanpa menghilangkan penggunaan kaidah bahasa Indonesia. 

Secara garis besar, prosedur penyusunan Perda Pajak sama dengan prosedur penyusunan Perda lainnya, dimana terdiri dari 3 tahap, yaitu:

Proses penyiapan rancangan Perda, dimana proses ini berada di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda

Pada proses di lingkungan DPRD, anggota-anggota DPRD mempunyai kekuasaan untuk membentuk Perda serta berhak untuk mengajukan usul Raperda. Setelah itu, Raperda yang berasal dari DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing daerah. Pembahasan Raperda atas inisiatif DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Setelah itu juga dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat Daerah atau berada di Biro/Bagian Hukum.

Untuk Proses penyiapan Perda yang berasal dari lingkungan Pemda merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2006. Kepala Biro/Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dapat mengajukan prakarsa kepada Sekretaris Daerah yang memuat urgensi, argumentasi, maksud dan tujuan pengaturan, materi yang akan diatur serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain yang akan dituangkan dalam Raperda tersebut.

Dalam penyususnan rancangan Perda juga akan diikuti dengan proses penyususnan naskah akademik, naskah inisiatif, dan naskah rancangan Perda.



Proses Mendapatkan Persetujuan DPRD

Pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif DPRD, dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/ Walikota. Pemda kemudian membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah. Pembahasan Perda biasanya dilakukan melalui beberapa tingkatan pembicaraan yang dilakukan dalam rapat paripurna, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus dan diputuskan dalam rapat paripurna. 



Proses Pengesahan dan Pengundangan 

Jika pembicaraan suatu Raperda pada rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah (Biro/Bagian Hukum) untuk mendapatkan pengesahan. Biro/Bagian Hukum akan melakukan Penomoran Perda sedangkan Kepala Biro/Bagian Hukum akan melakukan autentifikasi. Kepala Daerah mengesahkan(menandatangani) Perda tersebut untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan tanggung jawab dalam penggandaan, distribusi dan dokumentasi Perda dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum.



Lembaran Daerah dan Berita Daerah

Pengundangan dalam Lembaran Daerah diperlukan agar suatu Perda yang telah disahkan dapat mempunyai kekuatan hukum yang mampu mengikat masyarakat. Selain itu juga diperlukan Tambahan Lembaran Perda untuk mencatat penjelasan atas Perda yang telah diundangkan dengan maksud menjaga keserasian antara Perda dengan penjelasannya

Materi Muatan Perda Pajak 

Dalam Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengenai materi muatan Perda telah diatur dengan jelas dalam Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut,'Materi muatan Peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.' Selanjutnya Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah juga membatasi materi muatan sebuah perda yaitu bahwa Perda tidak boleh memuat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.

Adapun Materi Muatan Perda Pajak dan Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut:



Materi yang wajib

Nama, objek, dan subjek pajak.

Dasar pengenaan, tarif dan dasar perhitungan pajak 

Masa pajak 

Penetapan 

Tata cara pembayaran dan penagihan 

Kadaluarsa 

Sanksi administrasi 

Tambahan/Opsional 

Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dlm hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya 

Tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluarsa 

Azas timbal balik berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kpd kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing, sesuai dg kelaziman internasional.



Pengawasan Peraturan Pajak Daerah

Dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), maka perlu diperhatikan bahwa PDRD harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu merujuk pada Pasal 157, 158, dan 159 UU PDRD bahwa Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah untuk diuji. Adapun untuk memperkuat substansi pengawasan Peraturan Daerah, maka Pemerintah Pusat diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Pasal 217 dan 218 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengatur bahwa pengawasan dilakukan dengan cara "preventif, terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang menyangkut Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Ruang Daerah dan APBD".

Pengawasan Preventif Rancangan Perda Pajak Propinsi:

Rancangan Perda Provinsi tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, APBD dan Tata Ruang Wilayah Daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan Gubernur harus dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak persetujuan tersebut

Menteri Dalam Negeri melakukan Evaluasi Rancangan Perda Propinsi tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, APBD dan Tata Ruang Wilayah Daerah dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah menerima Rancangan Perda Provinsi

Menteri Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi mengenai Rancangan Perda Pajak Daerah, Retribusi Daerah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan

Hasil evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada Gubernur, yang selanjutnya Gubernur melakukan penyempurnaan Rancangan Perda sesuai dengan hasil evaluasi.

Gubernur melakukan penyempurnaan bersama dengan DPRD dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima hasil evaluasi.

Apabila Gubernur dan DPRD tidak melakukan penyempurnaan dan tetap menetapkan menjadi Perda, Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan Perda dengan Peraturan Menteri.

Gubernur menetapkan rancangan Perda setelah mendapat persetujuan bersama dari DPRD sesuai dengan hasil evaluasi menjadi Perda.

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Perda ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.



Pengawasan Preventif Rancangan Perda Kabupaten/Kota:

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Bupati/Walikota sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi sejak tanggal persetujuan

Gubernur melakukan Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah menerima rancangan Perda Kabupaten/Kota.

Gubernur dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati/Walikota untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Perda sesuai dengan hasil evaluasi.

Bupati/Walikota melakukan penyempurnaan bersama dengan DPRD dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima hasil evaluasi.

Apabila Bupati/Walikota dan DPRD tidak melakukan penyempurnaan dan tetap menetapkan menjadi Perda, Gubernur dapat membatalkan Perda dengan Peraturan Gubernur.

Bupati/Walikota menetapkan rancangan Perda setelah mendapat persetujuan bersama DPRD sesuai dengan hasil evaluasi menjadi Perda.

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Perda ditetapkan, disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

Pengawasan maupun pembinaan Perda bertujuan agar kewenangan daerah dalam menyelenggarkan otonominya tidak mengarah kepada kedaulatan. Pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menerangkan bahwa: "dalam hal Perda bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Perda dimaksud. Juga dalam Pasal 25 A ayat (2) menyatakan bahwa "dalam hal Perda bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Perda dimaksud."
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MATERI III

PENETAPAN DAN SELF ASSESSMENT



Definisi Pemungutan Pajak

Definisi tentang pemungutan pajak dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 yang menjelaskanan bahwa "Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya". Selanjutnya berdasarkan pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan dan tata cara pemungutan pajak daerah diatur sebagai berikut : 

Pemungutan pajak dilarang diborongkan 

Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana di maksud pada ayat 3 berupa karcis dan nota perhitungan. 

Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah

Terdapat dua cara pemungutan Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut berdasar penetapan (official assessment system) dan pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib pajak (self assessment system). Pada sistem penetapan atau official assessment system, pajak dibayar oleh wajib pajak setelah ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu. sistem ini Wajib Pajak lebih bersifat Pasif.

Dari uraian tersebut, diketahui ada 2 karakteristik official assessment sistem diantaranya:

Kewenangan penetapan besarnya pajak yang terutang dilimpahkan kepada Daerah

pembayar pajak bersifat pasif, dan hanya membayarkan jumlah pajaknya setelah ada ketetapan dari kepala daerah

Adapun macam-macam pajak yang dipungut sesuai dengan penetapan kepala Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Pasal 3 diantaranya adalah:

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor ini merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib pajak yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor. 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan terkait dengan penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang terjadi akibat jual beli, hibah, tukar menukar, atau warisan. 

Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan merupakan pajak yang dipungut sebagai akibat dari pemanfaatan atau pengambilan air permukaan. 

Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak yang dikenakan atas pemasangan reklame. Pajak ini termasuk pajak Kabupaten/Kota. 

Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah merupakan pajak yang dipungut terhadap air tanah yang diambil atau dimanfaatkan oleh wajib pajak. 

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan

Pajak ini merupakan pajak yang akan dikenakan dari kepemilikan dan/atau penggunaan bumi atau bangunan di perkotaan dan di pedesaan.

Pajak yang Dibayar sendiri oleh Wajib pajak (Self Assessment Sistem)

Dengan sistem self assessment, Wajib Pajak dalam pengenaan pajaknya diberi kepercayaan oleh Pemerintah Daerah untuk menghitung sendiri, membayar dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Dalam hal ini Wajib Pajak bersifat aktif. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri, pembayarannya dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2010 pasal 3, Jenis pajak yang dipungut dengan menerapkan sistem self assessment adalah sebagai berikut :

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

Atas pengadaan atau penggunaan bahan bakar semua jenis kendaraan bermotor akan dikenakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha rokok yang telah membuat nomor pokok pengusahaan barang kena cukai.

Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak yang akan dibayar oleh pemilik hotel yang dasar pengenaannya adalah penghasilan yang diterima dari jasa penginapan, pelayanan, dan fasilitas lain.

Pajak Restoran

Setiap restoran akan dikenai pajak yang dinamakan pajak restoran. Restoran dikenai pajak dengan tarif 10% yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah masing-masing daerah.

Pajak Hiburan

Pajak hiburan dikenakan pada jasa hiburan seperti tempat tontonan film, pegelaran kesenian, pameran, atraksi termasuk di dalamnya usaha diskotik.

Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan dikenakan pada pengguna tenaga listrik namun dikecualikan pada penggunaan listrik untuk instansi pemerintah. Pajak ini bertarif paling tinggi 10% dan setiap daerah berhak mengatur sendiri tarif pajaknya sesuai dengan kebijakan masing-masing. Hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian akan dipakai untuk penerangan di jalan.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Jenis pajak ini adalah pajak yang bersumber dari pihak yang melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Dasar pengenaan dari pajak ini adalah hasil penjualan dari mineral bukan logam dan batuan.







Pajak parkir

Pajak yang dipungut atas jasa parkir yang berada di pinggir jalan, yang memiliki jasa usaha, termasuk penitipan kendaraan.

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak yang diambil dari pengusaha sarang burung walet. Yang dikecualikan dari pajak ini adalah pengambilan atau pengusahaan sarang burung wallet yang diatur dalam perda dan yang penerimaan pajaknya bukan pajak Negara.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Jenis pajak ini adalah biaya yang diambil dari setiap perolehan dan perpindahan hak dari tanah dan bangunan. Dasar pengenaan pajaknya berdasarkan nilai pasar dari setiap transaksi yang terjadi.



Pemungutan Pajak Berdasarkan Penetapan



Standar Operasional Prosedur pemungutan pajak berdasarkan penetapan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) menetapkan SKPD

Wajib Pajak membayar pajak sesuai SKPD, jika SKPD tidak sesuai wajib pajak berhak mengajukan keberatan

Wajib Pajak mendapatkan SSPD setelah melakukan pembayaran, 

Apabila Wajib Pajak tidak membayar, maka diterbitkan STPD oleh kepala daerah

Setelah mendapatkan surat setoran pajak, wajib pajak di periksa apakah membayarnya sudah sesuai dengan SKPD sesuai dengan surat tagihan pajak

Jika pembayaran wajib pajak sudah sesuai dengan SKPD maka wajib pajak telah selesai membayar pajak, apabila tidak sesuai dengan SKPD atau STPD maka di keluarkan lagi surat tagihan pajak daerah oleh kepala daerah.

Pemungutan Pajak Berdasarkan Penetapan

Tata cara pembayaran pajak daerah yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah sebagai berikut:

Wajib Pajak membayar pajak terutangnya sendiri menggunakan SSPD.

Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan SPTPD pada Kantor Pajak Daerah.

Dinas Pelayanan Pajak melakukan pemeriksaan terhadap SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Jika ditemukan adanya ketidakcocokan informasi maka dapat diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN.

Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan nominal yang tertera pada SSPD, SKPDKB atau SKPDKBT

Apabila terdapat ketidakpuasan dengan hasil yang ditetapkan, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan.
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MATERI 1V

PAJAK PROVINSI



Definisi Pajak Provinsi

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak-Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Adapun Pajak Provinsi merupakan Pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah tingkat I atau pemerintah tingkat Provinsi yang bertujuan untuk membiayai kepentingan-kepentingan Pemerintah Daerah tingkat Provinsi.



Jenis-Jenis Pajak Provinsi

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan tentang jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tingkat I (Provinsi) yang terdiri atas 5 jenis pajak, meliputi:

Pajak Kendaraan Bermotor; merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; adalah pajak atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Adapun Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

 Pajak Air Permukaan; adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Adapun pengertian air permukaan yang diatur dalam pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut baik yang berada di darat maupun di laut.

Pajak Rokok; yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.



Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, dan Tarif Pajak Provinsi

Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini, termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima

Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). 

Adapun jenis kendaraan yang dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah kereta api, Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau nBadan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Tarif Pajak untuk Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.



Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Sedangkan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Adapun Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. 

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

penyerahan pertama sebesar 20% dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% 

Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai

berikut:

penyerahan pertama sebesar 0,75% dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% 



Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Sedangkan Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari

tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

Pajak Air Permukaan

Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Yang dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan dan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Untuk Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah dengan menggunakan Nilai Perolehan Air Permukaan dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor: a) jenis sumber air; b) lokasi sumber air; c) tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d) volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e) kualitas air; f) luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan g) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).



Pajak Rokok

Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok. Rokok dalam hal ini meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Untuk subjek pajak rokok adalah para konsumen rokok sedangkan wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok yang dikalikan dengan tarif Pajak Rokok yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
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MATERI V

PAJAK KABUPATEN/KOTA



Definisi Pajak Kabupaten/Kota



Pajak Daerah menurut Tony Marsyahrul (2004:5) adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Adapun Pajak Provinsi merupakan Pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah tingkat II atau pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk membiayai kepentingan-kepentingan Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota.

Jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam UU No.34 Tahun 2000, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Namun ada kriteria atau persyatan yang harus diikuti, yaitu :

Bersifat pajak dan bukan retribusi;

Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;

Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan/atau obyek pajak pusat;

Potensinya memadai;

Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;

Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan;

Menjaga kelestarian lingkungan. 

Jika ada pajak daerah yang akan dikenakan tidak memenuhi satu saja dari rambu di atas, maka hal rersebut dipertibangkan untuk dibatalkan pengesahannya. UU No.34 Tahun 2000 secara tegas telah menyatakan bahwa pemerintah pusat bisa meminta daerah untuk membatalkan pajak-pajak yang dianggap tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. 





Jenis-Jenis Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

Pajak Hotel; adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian tentang hotel dalam pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran; adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pengertian tentang restoran dalam pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Pajak Hiburan; merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pengertian tentang restoran dalam pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pajak Reklame; adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pajak Penerangan Jalan; yaitu pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Pajak parkir; adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan bumi.

Pajak Sarang Burung Walet; adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, dan Tarif Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang yaitu fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Dikecualikan dari objek pajak hotel antara lain:

jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;

jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Adapun Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Sedangkan dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel dengan ditetapkan paling tinggi sebesar 10 %.



Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Adapun yang dikecualikan dari objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran yang dikalikan dengan tarif pajak restoran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling tinggi sebesar 10%.



Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelanggaraan hiburan yang dipungut bayaran. Hiburan dapat meliputi tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes dan lain sebagainya. Hiburan tersebut dapat dikecualikan dari objek pajak dengan Peraturan Daerah. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Untuk Dasar Pengenaan Pajak Hiburan mengacu pada jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelanggara hiburan tidak termasuk potongan harga dan tiket gratis. Tarif pajak hiburan yang ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.

Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Sedangkan untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.



Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame yang meliputi: a) Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; b) Reklame kain; c) Reklame melekat, stiker; d) Reklame selebaran; e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f) Reklame udara; g) Reklame apung; h) Reklame suara; i) Reklame film/slide; dan j) Reklame peragaan. Sementara subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Untuk Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Sementara tarif pajak ini ditentukan paling tinggi sebesar 25%.



Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Adapun Dasar Pengenaan Pajak Listrik dengan memakai Nilai Jual Tenaga Listrik yang kemudian dihitung dengan mengenakan tarif yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Khusus untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%.



Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan seperti asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, serta Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuaai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan pada Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Untuk tarif pajak ini ditetapkan dengan Perda paling tinggi 25%.



Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak parkir yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. Sementara tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi 30%.



Pajak Air Tanah

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Namun tidak semua pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dikenai pajak ini. Dikecualikan dari objek pajak air tanah yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat, dan peribadatan, serta pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan memperhatikan faktor-faktor: jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air, serta tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Untuk Dasar Pengenaan Pajaknya menggunakan Nilai Perolehan Air Tanah dan tarif pajak ini ditetapkan dengan Perda paling tinggi sebesar 20%.



Pajak Sarang Burung Walet

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet, kecuali pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Dasar Pengenaan Pajaknya yaitu Nilai Jual Sarang Burung Walet dan tarif ditetapkan paling tinggi 10%.



Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek Pajak dari pajak ini orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 untuk tiap Wajib Pajak. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%.



Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Objek yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB diatur dalam pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

Adapun Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Namun apabila Nilai Perolehan Objek Pajak BPHTB tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. NJOP ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



































MATERI VI

PEMUNGUTAN DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH



Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan Pajak dibagi menjadi 2, yaitu dilakukan oleh Pemerintah Pusat ataupun oleh Pemerintah Daerah. Pemungutan Pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dinamakan dengan pajak daerah. Proses pemungutan pajak harus sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, hal ini dilakukan dalam mencegah dan meminimalisir hal hal yang dapat melemahkan pemungutan pajak daerah. Dalam hal ini ada 2 pemungutan pajak yang dilakukan,yaitu:

Dengan melakukan penetapan yang dilakukan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Daerah.

Wajib pajak (OP/Badan) bisa membayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Selain itu juga bisa menggunakan dokumen lainnya seperti Surat Keputusan pembetulan, keberatan, banding.

Pemungutan Pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah diatur didalam Pasal 96 sampai dengan pasal 100 Undang Undang 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi yang menjelaskan mengenai tata cara pemungutan pajak daerah sebagai berikut:

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT

Dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB dalam hal:

Sesuai dengan hasil pemeriksaan pajak yang terutang tidak dibayar atau kurang bayar. Maka jumlah pajak terutang kurang bayar yang tercantum di dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi (bunga2%) perbulan dihitung sejak pajak kurang bayar atau terlambat diayar dalam jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak terutangnya pajak.

Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan setelah dilakukan peneguran secara tertulis akan tetapi teguran tersebut tidak disampaikan. Maka Jumlah pajak terutang kurang bayar didalam SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi(kenaikan 100%) dari jumlah pajak yang kurang bayar tersebut.Sanksi ini tidak dikenakan pada Wajib Pajak yang melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sebelum diadakan pemeriksaan.

Dan jika pengisian SPTPD tidak dipenuhi oleh WP, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan. Maka Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi dengan kenaikan 25% dari jumlah pokok pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat bayar dengan jangka waktu maksimal 24 bulan.

Penerbitan SKPDKBT disebabkan karena ditemukan data baru atau data yang belum terungkap sehingga menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi bertambah.

Dalam pasal 98 menjelaskan bahwa semua jenis pajak yang bisa dipungut harus sesuai dengan ketentuan Kepala Daerah kecuali itu pembayaran pajak sendiri oleh Wajib Pajak yang berkaitan dengan Pemungutan Pajak juga diatur didalam Peraturan Pemerintah. Sedangkan pasal 99 menjelaskan tentang tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan serta cara pengisian dan penyampaiannya diatur sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah.



Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 101 menjelaskan tentang tata cara pembayaran dan penagihan pajak, yaitu:

Dalam hal ini Kepala Daerah berwenang dalam penentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang maksimal 30 hari kerja setelah terutangnya pajak dan paling lama 6 bulan sejak WP menerima SPPT.

Berdasarkan dokumen yang dipersamakan kedudukannya dalam hal menagih pajak yang terutang(sesuai dengan nominal yang berada pada dokumen tersebut) WP harus melunasi pajak teruutang dengan jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya dokumen tersebut. 

Wajib Pajak bisa mengajukan angsuran atau penundaan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Dalam hal ini dikenakan Bunga sebesar 2% perbulan. Ketentuan yang lainnya seperti tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, penundaan ataupun angsuran pajak yang terutang diatur dengan peaturan Kepala Daerah.



Sedangkan pasal 102 menjelaskan tentang besarnya pajak terutang yang tidak atau kurang bayar sesuai dengan SKPD, SPPT, SKPDKB,SKPDKBT, Surat Keputusan Banding, Keberatan bisa ditagih menggunakan Surat Paksa sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa tersebut harus sesuai dengan pearturan perundang undangan.

 

Bagi Hasil Pajak Daerah

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (UU NO 33 Tahun 2004/ PP NOMOR 55 Tahun 2005). Pemerintah menetapkan perkiraan alokasi dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2014 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.07/2013. 

Pembagian Imbangan Dana Bagi Hasil Pajak

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

Penerimaan Negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 yang dibagikan kepada daerah sebesar 20% (dua puluh persen);

DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagi dengan rincian 8% untuk provinsi yang bersangkutan dan 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 untuk kabupaten/kota sebesar 12% dibagi dengan rincian: 8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar dan 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah

10% untuk Pusat, dikembalikan lagi kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangan: 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten/kota, dan 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapairencana penerimaan sektor tertentu.

Penerimaan PBB bagian Pemerintah Daerah sebesar 90% , dengan rincian: 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi, 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota, dan 9% untuk biaya pemungutan.

Bagian daerah dari biaya pemungutan dibagi dengan Direktorat Jenderal Pajak menurut sektor dengan imbangan sebagai berikut:

Objek pajak sektor perkebunan, 40% (empat puluh persen) bagian Daerah dan 60% (enam puluh persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak

Objek pajak sektor perhutanan, 35% (tiga puluh lima persen) bagian Daerah dan 65% (enam puluh lima persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak; dan

Objek pajak sektor pertambangan, 30% (tiga puluh persen) bagian Daerah dan 70% (tujuh puluh persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB untuk daerah adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian: 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk daerah kabupaten dan kota penghasil.

Bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB sebesar 20% (dua puluh persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.



Adapun Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:

Kehutanan; Penerimaan Kehutanan yang berasal dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk Daerah. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% untuk Pemerintah yang digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional; dan 40% untuk Daerah yang digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.



Pertambangan umum; Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk Daerah.



Perikanan; Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20%untuk Pemerintah dan 80% untuk seluruh kabupaten/kota. Penerimaan Perikanan terdiri atas: Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan; dan Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan. 



Pertambangan minyak bumi; Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan: 84,5% untuk Pemerintah; dan 15,5% untuk Daerah.



Pertambangan gas bumi; Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan: 69,5% untuk Pemerintah; dan 30,5% untuk Daerah. Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.



DAFTAR PUSTAKA:

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2013 Tentang Perkiraan Alikasi Dana Bagi Hasil Pajak anggaran 2014























MATERI VII

PENGANTAR RETRIBUSI DAERAH



Pengertian Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi daerah dalam pasal 1 ayat (64) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kontraprestasi itu bersifat langsung yang diterima oleh pembayar retribusi. Pengenaan retribusi dapat dipaksakan, namun pemaksaannya lebih mengena dalam aspek ekonomis. Misalnya retribusi terhadap pembayaran PAM, apabila rakyat tidak membayar retribusi maka akan dikenai sanksi, misalnya pemutusan saluran air hingga wajib retribusi membayar retribusi tersebut. 



Perbedaan Pajak dengan Retribusi

Dalam pasal 1 yat (10) Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa: Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definis tersebut dapat kita tarik kesimpulan mengenai pengertian pajak yaitu ada beberapa kriteria yang melekat pada pajak, yaitu:

Pajak bersifat memaksa karena dipungut oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang 

Iuran atau kontribusi wajib kepada Daerah tanpa adanya kontraprestasi langsung 

Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum terkait penyelenggaraan pemerintahan Daerah (APBD)

Penggunaan pajak daerah adalah untuk kemakmuran rakyat di daerah bersangkutan



Dengan demikian, maka pajak daerah merupakan kontribusi wajib/pungutan yang dibayarkan kepada Daerah namun tidak memperoleh manfaat langsung dari pembayaran tersebut.Hal tersebut berbeda dengan retribusi. Dimana pembayar/wajib retribusi dapat memperoleh kontraprestasi langsung dari retribusi yang dibayarkan. Kontraprestasi langsung dari retribusi bisa berupa pelayanan, jasa maupun izin tertentu. Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan pajak dan retribusidapat dijelaskan sebagai berikut:



UNSUR

PAJAK

RETRIBUSI

Dasar pemungutan

Berdasarkan peraturan perundangan undangan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan

Daya paksa

Adanya Daya Paksa dari Negara

Dapat dipaksakan tapi bersifat ekonomis

Sifat pembayaran

Penyerahan Kekayaan kepada Negara

Pemberian atas jasa atau pemberian izin tertentu

Kontraprestasi

Tanpa Imbalan langsung

Imbalan langsung hanya kepada yang membayar Retribusi





Jenis-Jenis Retribusi

 Retribusi Jasa Umum

 Golongan pertama adalah retribusi jasa umum, menurut Pasal 9 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, Objek daripada retribusi Umum antara lain meliputi pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam prinsip dasar pengaturan pajak daerah dan retgribusi daerah, sebagian dari jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil/dan atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma (Pasal 110 Undang-Undang PDRD). Prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan. Dalam Pasal 110 Undang-Undang PDRD, disebutkan Jenis Retribusi Jasa Umum Meliputi Pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Retribusi Kesehatan2. Retribusi Persampahan3. Retribusi KTP dan Akta Capil4. Retribusi Pemakaman5. Retribusi Parkir di tepi jalan umum6. Retribusi Pasar7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran9. Retribusi Biaya Cetak Peta10. Retribusi Penyedotan Kakus11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair12. Retribusi Tera/Tera Ulang13. Retribusi Pendidikan14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi



Retribusi Jasa Usaha

 Dalam Pasal 126 Undang-Undang PDRD, yang menjadi objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan dengan menganut prinsip yang bersifat komersial atau mencari keuntungan, yang meliputi beberapa aspek dibawah ini, antara lain:

Pelayanan oleh Pemda sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta,dan atau

Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta yang sejenis dan berorientasi harga pasar.Berikut ini,yang termasuk dalam retribusi jasa usaha antara lain:

Retribusi. Pemakaian Kekayaan yang layak

Retribusi Pasar grosir/Pertokoan

Retribusi. Tempat pelelangan

Retribusi Terminal

Retribusi Tempat khusus Parkir

Retribusi Tempat Penginapan/Villa

Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Kepelabuhanan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Penyeberangan di air

Retribusi Penjualan Produksi Daerah.



Retribusi Jasa Perizinan Tertentu

 Yang menjadi Objek dari retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan penggunaan ruang, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasrkan pada tujuan untuk menutup beban penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaran ini meliputi penerbitan pengawasan di lapangan, penerbitan, dokumen izin, penatausahaan, penegakan hukum, dan dampak negatif dari pemberian izin tersebut (Ahmad Yani,2004:64). Beberapa jenis retribusi Izin usaha tertentu disinggung dalam Pasal 141 UU PDRD, berikut ini yang termasuk dalam retribusi perizinan tertentu adalah:

Retribusi Izin Gangguan

Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Retribusi izin Mendirikan Bangunan

Retribusi Izin usaha Perikanan

Retribusi Izin Trayek



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah









MATERI VIII

PENYUSUNAN PERDA RETRIBUSI DAN PENGAWASANNYA



Dasar Hukum

Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah harus diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Sebagai penguat substansi peraturan tersebut, ketentuan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa materi yang dimuat dalam Perda merupakan seluruh materi muatan yang digunakan dalam rangka; penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Adapun dasar hukum tentang penyusunan Perda Retribusi beserta pengwasan pelaksanaan retribusi diatur dalam:

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 



Prosedur Penyusunan Perda

Dalam prosedur penyusunan Perda diperlukan kesiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur, bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda dengan singkat, jelas sistematis, mudah dipahami dan tanpa menghilangkan penggunaan kaidah bahasa Indonesia. 

Secara garis besar, prosedur penyusunan Perda Pajak sama dengan prosedur penyusunan Perda lainnya, dimana terdiri dari 3 tahap, yaitu:

Proses penyiapan rancangan Perda (di lingkungan DPRD maupun di lingkungan Pemda)

Pada proses di lingkungan DPRD, anggota-anggota DPRD mempunyai kekuasaan untuk membentuk Perda serta berhak untuk mengajukan usul Raperda. Setelah itu, Raperda yang berasal dari DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing daerah. Pembahasan Raperda atas inisiatif DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Setelah itu juga dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat Daerah atau berada di Biro/Bagian Hukum.

Untuk Proses penyiapan Perda yang berasal dari lingkungan Pemda merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2006. Kepala Biro/Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dapat mengajukan prakarsa kepada Sekretaris Daerah yang memuat urgensi, argumentasi, maksud dan tujuan pengaturan, materi yang akan diatur serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain yang akan dituangkan dalam Raperda tersebut.

Dalam penyususnan rancangan Perda juga akan diikuti dengan proses penyususnan naskah akademik, naskah inisiatif, dan naskah rancangan Perda.



Proses Mendapatkan Persetujuan DPRD

Pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif DPRD, dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/ Walikota. Pemda kemudian membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah. Pembahasan Perda biasanya dilakukan melalui beberapa tingkatan pembicaraan yang dilakukan dalam rapat paripurna, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus dan diputuskan dalam rapat paripurna. 



Proses Pengesahan dan Pengundangan 

Jika pembicaraan suatu Raperda pada rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah (Biro/Bagian Hukum) untuk mendapatkan pengesahan. Biro/Bagian Hukum akan melakukan Penomoran Perda sedangkan Kepala Biro/Bagian Hukum akan melakukan autentifikasi. Kepala Daerah mengesahkan(menandatangani) Perda tersebut untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan tanggung jawab dalam penggandaan, distribusi dan dokumentasi Perda dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum.



Lembaran Daerah dan Berita Daerah

Pengundangan dalam Lembaran Daerah diperlukan agar suatu Perda yang telah disahkan dapat mempunyai kekuatan hukum yang mampu mengikat masyarakat. Selain itu juga diperlukan Tambahan Lembaran Perda untuk mencatat penjelasan atas Perda yang telah diundangkan dengan maksud menjaga keserasian antara Perda dengan penjelasannya

Materi Muatan Peraturan Daerah Retribusi Daerah

Dalam penyusunan Perda, penyusunan program disusun dalam satu Program Legislasi Daerah dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam suatu materi Perda yang disiapkan. Adapun materi muatan Perda sesuai Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 harus mengandung asas-asas sebagai berikut (Zuraida, 2012): Asas pengayoman, Asas kemanusiaan, Asas kebangsaan, Asas kekeluargan, Asas kenusantaraan, dan Asas-asas lainnya sesuai substansi Perda yang bersangkutan. Adapun Materi Muatan Perda Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut:

Wajib 

Nama, objek, dan subjek retribusi. Untuk 30 jenis retribusi yg ada, penamaan sebaiknya tidak berbeda dengan yang ditetapkan dalam UU PDRD dan PP (tentang Retribusi Tambahan). Penamaan retribusi tersebut dilakukan berdasarkan pelayanan yang diberikan.

Golongan retribusi, yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, yaitu jumlah penggunaan jasa yg dijadikan dasar alokasi beban biaya yg dipikul Pemda utk penyelenggaraan jasa yg bersangkutan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif. Tarif retribusi merupakan bentuk rupiah atau persentase tertentu yg dapat ditentukan seragam atau bervariasi, berdasarkan prinsip dan sasaran penetapan tarif masing-masing golongan retribusi.

Struktur dan besarnya tarif, yaitu dengan peninjauan paling lama 3 (tiga) tahun sekali dimana Peninjauan dilakukan dengan mempertimbangkan Indeks harga yang dinamis serta perkembangan perekonomian;

Perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

Wilayah pemungutan 

Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran 

Sanksi administrasi 

Penagihan 

Penghapusan piutang retribusi yg kadaluwarsa 

Tanggal mulai berlakunya.

Tambahan/Opsional 

Masa retribusi 

Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dlm hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan atau sanksinya 

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa 



Pengawasan Peraturan Pajak Daerah

Dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), maka perlu diperhatikan bahwa PDRD harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu merujuk pada Pasal 157, 158, dan 159 UU PDRD bahwa Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah untuk diuji. Adapun untuk memperkuat substansi pengawasan Peraturan Daerah, maka Pemerintah Pusat diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Pasal 217 dan 218 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengatur bahwa pengawasan dilakukan dengan cara "preventif, terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang menyangkut Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Ruang Daerah dan APBD".

Pengawasan Preventif Rancangan Perda Pajak Propinsi:

Rancangan Perda Provinsi tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, APBD dan Tata Ruang Wilayah Daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan Gubernur harus dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak persetujuan tersebut

Menteri Dalam Negeri melakukan Evaluasi Rancangan Perda Propinsi tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, APBD dan Tata Ruang Wilayah Daerah dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah menerima Rancangan Perda Provinsi

Menteri Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi mengenai Rancangan Perda Pajak Daerah, Retribusi Daerah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan

Hasil evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada Gubernur, yang selanjutnya Gubernur melakukan penyempurnaan Rancangan Perda sesuai dengan hasil evaluasi.

Gubernur melakukan penyempurnaan bersama dengan DPRD dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima hasil evaluasi.

Apabila Gubernur dan DPRD tidak melakukan penyempurnaan dan tetap menetapkan menjadi Perda, Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan Perda dengan Peraturan Menteri.

Gubernur menetapkan rancangan Perda setelah mendapat persetujuan bersama dari DPRD sesuai dengan hasil evaluasi menjadi Perda.

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Perda ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.



Pengawasan Preventif Rancangan Perda Kabupaten/Kota:

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Bupati/Walikota sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi sejak tanggal persetujuan

Gubernur melakukan Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah menerima rancangan Perda Kabupaten/Kota.

Gubernur dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati/Walikota untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Perda sesuai dengan hasil evaluasi.



DAFTAR PUSTAKA



UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 







MATERI IX

RETRIBUSI JASA UMUM



Pengertian Retribusi Jasa Umum

Jasa dalam hubungannya dengan retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (66) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.



Kriteria Retribusi Jasa Umum

Dalam menetapkan suatu jenis retribusi ke dalam kelompok retribusi jasa umum, kriteria yang dapat digunakan adalah :

jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan asa desantralisasi;

jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi;

jasa tersebut, dianggap layak jika hanya disediakan kepada badan atau orang pribadi yang membayar retribusi

retribusi untuk pelayanan pemerintahan daerah itu tidak bertentangan dengan kebijakan nasional

retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial

pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai



Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum 

Jenis-jenis retribusi jasa umum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil

Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

 Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.



Objek dan Subjek Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orangpribadi atau Badan.

 Adapun subjek pajak dari retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa/pelayanan disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai objek retribusi jasa umum diuraikan sebagai berikut:



Objek retribusi Pelayanan kesehatan antara lain meliputi pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan dan rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola olehPemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



Objek retribusi Pelayanan kebersihan dan persampahan meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasipembuangan/pembuangan akhir sampah, serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. Dikecualikan dari objek Retribusii pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Objek retribusi Penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil adalah pelayanan:

kartu tanda penduduk;

kartu keterangan bertempat tinggal;

kartu identitas kerja;

kartu penduduk sementara;

kartu identitas penduduk musiman;

kartu keluarga; dan

akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.



Objek retribusi Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/ppemakaman, termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau penguburan/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah



Objek retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyedian parkir di tepi jalan umum yang di tentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan yang ditentukan ketentuan perundang-undangan.



Objek retribusi Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



Objek retribusi Pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 



Objek retribusi Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.



Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.



Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. 



Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.



Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi yaitu:



pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan

pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.



Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.



Objek retribusi Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pelayanan pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.



Untuk pengenaan tarif Retribusi Jasa Umum pada dasarnya disesuaikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah





















MATERI X

RETRIBUSI JASA USAHA



Pengertian Retribusi Jasa Usaha

Jasa Usaha menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, meliputi:

pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

 pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Adapun kriteria jasa pelayanan usaha yang dapat dikenai retribusi jenis ini yaitu:

Jasa tersebut bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai

Harus terdapat harta yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan belum dimanfaatkan seecara penuh oleh Pemerintah Daerah seperti tanah, bengaunan dan alat-alat berat.

Bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu. 

Jenis-Jenis Retribusi Jasa Usaha

Jenis Retribusi Jasa Usaha menurut pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah adalah:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

c. Retribusi Tempat Pelelangan;

d. Retribusi Terminal;

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

g. Retribusi Rumah Potong Hewan;

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.



Objek Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.



 Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk objek Retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Adapun untuk pengecualian dari objek Retribusi yaitu tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi yaitu terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



 Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Adapun yang dikecualikan dari objek Retribusi adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



Objek Retribusi Rumah Potong Hewanadalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong.



DAFTAR PUSTAKA: 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah









MATERI XI

RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU



Definisi Perijinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu memiliki peran ganda. Selain berfungsi utama sebagai pengatur, retribusi perizinan juga berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah. Tepatnya, fungsi utama retribusi periinan meerupakan instrumen yang digunakan melakukan pengaturan,pembinaan, pengendalian, maupun pengawasan. Hal ini dimaksudkan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian llingkungan. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pengarahan ini diperlukan aggar masyarakat tidak sesuka hatinya melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya diluar ketentuan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat membhayakan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. 

Retribusi perizinan tertentu menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.



Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu

Adapun kriteria retribusi perizinan tertentu dalam pasal 150 huruf c Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain:

perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;

 perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan

 biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan



Jenis-Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu menurut pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah adalah:

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

Retribusi Izin Gangguan;

Retribusi Izin Trayek; dan

Retribusi Izin Usaha Perikanan



Objek Retribusi Perizinan Tertentu 

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.Pemberian izin tersebut meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Adapun yang tidak termasuk objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.



Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. 



Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah



Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.



Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.



Untuk Subjek Retribusi Perizinan Tertentu yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.



Dalam hal teknis pemberian perizinan tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yaitu biaya yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.



DAFTAR PUSTAKA: 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah





























MATERI XII

JENIS, RINCIAN, OBJEK, DAN KRITERIA RETRIBUSI DAERAH



. Jenis Retribusi Daerah

 Menurut Siahaan (2010;620) penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut di bawah ini:

1. Retribusi Jasa Umum

2. Retribusi Jasa Usaha

3. Retribusi Perizinan Tertentu

 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 149 ayat 2-4, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota, dilakukan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh daerah masing-masing. Rincian jenis objek dari setiap retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Rincian Retribusi Daerah

Jenis-jenis rincian nama retribusi jasa umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110-124, sebagaimana di bawah ini:

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus

Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Pendidikan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Sedangkan rincian jenis-jenis retribusi jasa usaha saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127-138, sebagaimana di bawah ini:

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

Retribusi Tempat Pelelangan

Retribusi Terminal

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Penyeberangan di Air

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Objek : Penjualan hasil produksi usaha Pemda

Dikecualikan : Disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141-146, adalah sebagai berikut :

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Retribusi Izin Gangguan

Retribusi Izin Trayek

Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Objek Retribusi

Objek Retribusi Jasa Umum

 Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orangpribadi atau Badan.



Objek Retribusi Jasa Usaha

Jasa Usaha menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi Jasa Usaha dijelaskan dalam pasal 128 sampai dengan pasal 139 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Objek Retribusi Perizinan tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.



Kriteria Retribusi Daerah

Retribusi Jasa Umum

Sesuai dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.

Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.

Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.

Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.

Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

Pemungutan retribusi memungkinkanpenyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.



 Retribusi Jasa Usaha

 Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi:

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan

b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf b, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini.

a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.

b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuaisai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Pengertian harta adalah semua harta bergerak dan tidak bergerak, tidak termasuk uang kas, surat-surat berharga, dan harta lainnya yang bersifat lancar.

 Retribusi Perizinan Tertentu

 Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf c, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini.

a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.

b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.



DAFTAR PUSTAKA: 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah





























							    

			

		    

		

            

	            

    




    
	
	    
		
		    ×
		    Report "Rangkuman materi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah"

		

		
		    
			Your name
			
		    

		    
			Email
			
		    

		    
			Reason
			-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint


		    

		    
			Description
			
		    

		    
			
			    

			

		    

		    
		

		
		    Close
		    Send
		

	    

	

    




	
	    
		Copyright © 2024 IDOC.TIPS. All rights reserved.
		
		    About Us | 
		    Privacy Policy |  
		    Terms of Service |  
		    Copyright | 
		    Contact Us | 
		    Cookie Policy
		

	    

	    

	
	
	    
		
		    
			×
			Sign In

		    

		    
			
			    
				Email
				
			    

			    
				Password
				
			    

			    
				
				    
					
					 Remember me
				    
				    Forgot password?
				


			    

			    Sign In
			
	
		    

		

	    

	


	
	
	

	
	

	
	
	
	    Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & close
	

	
	
    